
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Umum  

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 325 sampai dengan pasal 339 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kegiatan 

kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta 

pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, 

akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan 

pelaporan dana kampanye. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 

60 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan 

Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah harus membuka Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank 

Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan 

Pasal 62 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 

tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, yang menyatakan Pasangan 

Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota Dewan Perwakilan 

Daerah wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada Bank 

Umum. 

Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan 

berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan. Dana Kampanye Pemilu 

anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari:  

a. Partai Politik; 

b. calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai 

Politik yang bersangkutan; dan  

c. sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain 

Selain didanai oleh sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud 

diatas, Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD 

kabupaten/kota dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

  

Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD 

Kabupaten/Kota dapat berbentuk:  



a. uang; 

b. barang; dan/atau 

c. jasa. 

Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu, dan Calon Anggota DPD 

wajib membuka dan menutup RKDK pada Bank Umum, dengan ketentuan : 

1. pembukaan RKDK dilakukan sejak Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta 

Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye; 

dan 

2. membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:  

a. fotocopy salinan Keputusan KPU tentang Pedoman Teknis Pembukaan 

dan Penutupan RKDK;  

b. surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya; 

c. fotocopy salinan Keputusan KPU tentang Penetapan Partai Politik sebagai 

Peserta Pemilu Tahun 2024;  

d. surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a angka 

3) dalam hal spesimen tanda tangan pada RKDK dibuat oleh Pengurus 

Partai Politik Peserta  Pemilu yang dilampiri dengan Kartu Tanda 

Penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang 

menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil dari Pengurus 

PartaiPolitik Peserta Pemilu dimaksud; dan 

e. dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan bank. 

Audit Laporan Dana Kampanye Pemilu dilakukan oleh AP dengan 

bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit 

kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans. KAP ditentukan oleh KPU RI 

yang memenuhi persyaratan di setiap provinsi dan KAP wajib menyelesaikan 

audit paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak KAP menerima Laporan 

Dana Kampanye dari Peserta Pemilu. 

 

2. Maksud dan Tujuan 

Laporan kegiatan ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk 

memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap tahapan pengelolaan Dana 

Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota 

meliputi: 

1. Pembukaan RKDK; 



2. Penutupan RKDK; 

3. Periode Pembukaan LADK; 

4. Penyampaian LADK; 

5. Perbaikan LADK; 

6. Pengumuman LADK; 

7. Penyampaian LPSDK 

8. Periode Pembukaan LPPDK; 

9. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP; 

10. Audit Laporan Dana Kampanye; 

11. Penyampaian Hasil Audit dari KAP kepada KPU Kabupaten/Kota; 

12. Penyampaian  Hasil Audit kepada Peserta Pemilu; 

13. Pengumuman Hasil Audit. 

 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup laporan kegiatan ini meliputi :  

1. Pembukaan RKDK; 

2. Penutupan RKDK; 

3. Audit Dana Kampanye; 

4. Pengumuman Hasil Audit. 

 

4. Dasar 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang. 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata 

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita  Negara Republik 



Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Perauturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

786); 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 

2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 

Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota 

Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota 

Serentak Tahun 2024; 

5. Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik 

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh peserta Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan 

keputusan KPU Nomor 551 Tahun 2022 tentang perubahan atas 

Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 tentang penetapan Partai Politik 

Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan 

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024; 

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan 

dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; 

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana 

Kampanye Pemilihan Umum; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana 

Kampanye; 

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum; 

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum; 



11. Surat Ketua KPU RI Nomor : 39/PL.01.7-SD/05/2024 Tanggal 6 Januari 

2024, tentang Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu; 

 

 

 

  



BAB II  

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 

 

1. JANGKA WAKTU TIM PELAKSANA KEGIATAN 

Sesuai dengan Peraturan KPU 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye 

Pemilihan Umum, kegiatan ini akan dilaksanakan mulai Tanggal 13 November 

2023 sampai dengan 8 Juli 2023. Rincian program dan jadwal kegiatan dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini : 

  



 

 

 

2. KEGIATAN PERSIAPAN  

a. Kegiatan Persiapan 

Menindaklanjuti surat Ketua KPU RI Nomor : 244/PL.01.7-

SD/05/2023 Tanggal 16 Maret 2023, Perihal Pembukaan Rekening Khusus 

Dana Kampanye Partai Politik, KPU Kota Bima melakukan koordinasi 

dengan Partai Politik terkait hal tersebut dengan melakukan sosialisasi 

terkait pembukaan rekening khusus dana kampanye pada saat kegiatan 

Sosialisasi dan Evaluasi Tahapan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi 

pada tanggal 29 Maret 2023 bertempat di hotel Mutmainnah Kota Bima dengan 

seluruh pimpinan Partai Politik.   

b. Penunjukkan Admin SIKADEKA dan Operator SIKADEKA 

Menindaklajuti surat Sekretaris Jenderal KPU Nomor : 4433/ TIK.03-

SD/1Q/2023 Tanggal 6 November 2023, Perihal Penunjukkan Petugas 

Admin SIKADEKA Sekretaris KPU Kota Bima mengeluarkan Surat Tugas 

Nomor : 617/PP.07.1-ST/5272/2/2023 Tanggal 8 November 2023, 

menunjuk Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan 

Hubungan Masyarakat. 



  

Surat KPU RI Surat Tugas Admin SIKADEKA 

 

Selanjutnya Sekretaris KPU Kota Bima juga mengeluarkan Surat Tugas 

untuk Operator SIKADEKA pada KPU Kota Bima dengan Nomor : 

672.A/PP.07.1-ST/5272/2/2023 Tanggal 4 Desember 2023. 

 

 



 

 

c. Rapat Koordinasi/Bimbingan Teknis dan lainnya 

Dalam rangka menyamakan persepsi dan memberikan pemahaman 

regulasi serta kebijakan tentang kampanye dan dana kampanye Pemilihan 

Umum Serentak Tahun 2024, KPU RI mengundag KPU Provinsi dan KPU 

Kabupaten/Kota untuk mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka 

Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye melalui 

surat Nomor : 901/PL.01-SD/05/2023 Tanggal 1 September 2023. Untuk 

KPU Provinsi NTB mengikuti kegiatan Gelombang ke III di The Alana Hotel 

Yogyakarta Hotel Convention Center. 

 
 



  

 

c. Rapat Koordinasi dan Pengenalan SIKADEKA untuk Partai Politik 

Setelah KPU Kota Bima mengikuti Rapat Koordinasi dalam rangka 

Internalisasi Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye, KPU 

Kota Bima mengundang Partai Politik dan Bawaslu untuk mengikuti 

kegiatan sosialisasi dan pengenalan penggunaan aplikasi Sistem Informasi 

Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) Pemilu Tahun 2024 pada 

tanggal 24 November 2024. 

 
 

Undangan untuk Bawaslu Undangan Untuk Parpol 



 

 

  



3. PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE (RKDK) PARTAI 

POLITIK 

 

Dalam rangka memfasilitasi Partai Politik Peserta Pemilu untuk melakukan 

pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) Partai Politik sesuai dengan 

ketentuan Pasal 329 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Dana Kampanye Pemilu berupa uang 

ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum, KPU 

memfasilitasi dengan cara membuat surat pengantar pembukaan Rekening Khusus 

Dana Kampanye berdasarkan surat permohonan pengantar pembukaan RKDK 

yang disampaikan oleh Partai Politik. 

 

Sampai batas akhir pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 

tanggal 27 November 2023, Partai Solidaritas Indonesia belum membuka Rekening 

No. Partai Politik Nama Bank Tanggal Pembukaan

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) NTB Syariah 28 Juli 2023

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) NTB Syariah 23 November 2023

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) BRI Cabang Bima 24 November 2023

4. Partai Golongan Karya (Golkar) NTB Syariah 29 Agustus 2023

5. Partai Nasional Demokrat (NasDem) BRI Cabang Bima 2 November 2023

6. Partai Buruh Kanca BRI Raba Bima 27 November 2023

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) NTB Syariah 27 November 2023

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB Syariah 20 Juli 2023

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) NTB Syariah 15 November 2023

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) NTB Syariah 24 November 2023

11. Partai Garda Republik Indonesia (Garuda) NTB Syariah 6 September 2023

12. Partai Amanat Nasional (PAN) NTB Syariah 20 September 2023

13. Partai Bulan Bintang (PBB) NTB Syariah 12 September 2023

14. Partai Demokrat (PD) NTB Syariah 25 September 2023

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

16. Partai PERINDO BNI 46 Cabang Bima 3 November 2023

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) NTB Syariah 19 September 2023

24. Partai Ummat NTB Syariah 27 April 2023

Tidak ada Calon



Khusus Dana Kampanye (RKDK) sehingga mendapat saran perbaikan dari Badan 

Pengawas Pemilu Kota Bima melalui surat Nomor : 001/PM.02.02/K/01/2024 

Tanggal 2 Januari 2024, Perihal Saran Perbaikan.  

Pada surat tersebut Bawaslu Kota Bima memberikan saran perbaikan, agar 

KPU Kota Bima menerbitkan surat pengantar pembukaan RKDK untuk Partai 

Solidaritas Indonesia, dan KPU Kota Bima telah menindaklanjuti dengan 

menerbitkan surat pengantar RKDK ke Pimpinan Bank NTB Syariah Cabang Bima 

pada tanggal 4 Januari 2024. 

  

  

Surat Bawaslu Pengantar RKDK PSI 

 

  



4. PERIODE PEMBUKUAN LADK DAN PENYAMPAIAN LADK 

 

Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023, tentang Kampanye Pemilihan Umum bahwa periode 

pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bagi Partai Politik peserta Pemilu 

yang ditetapkan pada tanggal 14 Desember 2022, mulai 17 Desember 2023 sampai 

dengan 6 Januari 2024, sementara untuk Partai Politik peserta Pemilu yang ditetapkan 

pada tanggal 30 Desember 2022 mulai 2 Januari 2023 sampai dengan 6 Januari 2024. 

Sementara untuk penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) bagi 

Partai Politik peserta Pemilu pada tanggal 7 Januari 2024. Pada tanggal 7 Januari 

2024 KPU Kota Bima telah menerima LADK Partai Politik melalui Aplikasi SIKADEKA 

sebanyak 17 Partai Politik, semenetara 1 Partai politik di terima manual dengan rincian 

sebagai berikut : 

No. Nama Partai Waktu Submit Keterangan  

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 07/01/2024 19:52:44   

2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) 07/01/2024 20:29:30   

3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

(PDI-P) 

06/01/2024 16:29:38  

4. Partai Golongan Karya (Golkar) 07/01/2024 09:40:51   

5. Partai Nasional Demokrat (NasDem) 07/01/2024 16:57:30   

6. Partai Buruh 07/01/2024 19:06:15   

7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia 

(Gelora) 
07/01/2024 21:01:07  

 

8. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 07/01/2024 05:34:08  

9. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) 

Diterima Manual 

Sampai pukul 23.59 

tidak bisa login ke 

SIKADEKA 

10. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 07/01/2024 15:36:13   

11. Partai Garda Perubahan Indonesia 

(Garuda) 

07/01/2024 20:36:04   

12. Partai Amanat Nasional (PAN) 06/01/2024 23:44:34   

13. Partai Bulan Bintang (PBB) 06/01/2024 18:39:00   

14. Partai Demokrat (PD) 07/01/2024 15:23:28   

15. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 06/01/2024 20:59:51   

16. Partai PERINDO 07/01/2024 22:49:22   

17. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 06/01/2024 23:30:26   

24. Partai Ummat 07/01/2024 09:45:15   

 

Berpedoman pada surat Ketua KPU RI Nomor : 39/PL.01.7-SD/05/2024 Tanggal 

6 Januari 2024, tentang Penyampaian Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu, 



maka KPU Kota Bima menerima LADK Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) secara 

manual, karena adanya kendala login ke Aplikasi SIKADEKA. 

Pada tanggal 8 Januari 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, melakukan 

pemeriksaan dan pencermatan terhada LADK yang telah diajukan oleh Partai Politik 

dengan berpedoman pada tabel 4.1 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan 

pencermatan terhadap LADK Partai Politik Peserta Pemilu tingkat 

kabupaten/kota yang tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye 

Pemilihan Umum. 

Setelah Partai politik peserta Pemilu mengajukan LADK, Komisi Pemilihan 

Umum Kota Bima melakukan verifikasi terhadap formulir – formulir yang 

diunggah oleh Partai Politik peserta Pemilu ke SIKADEKA dengan berpedoman 

pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1677 

Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan 

Umum. Verifikasi dilaksanakan pada formulir – formulir sebagai berikut :  

1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye; 

2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan; 

3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye; 

4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye; 

5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 

Sebelum Periode Pembukuan LADK; 

6. Formulir 6 LADK Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran; 

7. Formulir 7 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas LADK 

Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tersebut KPU 

Kota Bima mengeluarkan Berita Acara Hasil Pencermatan Atas Penerimaan 

LADK Pada Pemilihan Umum Partai Politik dengan Nomor Berita Acara sebagai 

berikut : 

No. Nama Partai Tanggal Nomor Berita 
Acara 

Ket 

1. Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) 

08/01/2024 

13/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\1. 

ba_pencermatan_PKB.pdf 

2. Partai Gerakan 
Indonesia Raya 
(Gerindra) 

08/01/2024 

14/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\2. 

ba_pencermatan_GERINDRA.pdf..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\3. 

ba_pencermatan_PDIP.pdf 



3. Partai Demokrasi 
Indonesia 
Perjuangan (PDI-P) 08/01/2024 

15/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\4. 

ba_pencermatan_GOLKAR.pdf 

4. Partai Golongan 
Karya (Golkar) 

08/01/2024 

16/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\4. 

ba_pencermatan_GOLKAR.pdf 

5. Partai Nasional 
Demokrat (NasDem) 

08/01/2024 

17/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\5. 

ba_pencermatan_NASDEM.pdf 

6. Partai Buruh 

08/01/2024 

18/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\6. 

ba_pencermatan_BURUH.pdf 

7. Partai Gelombang 
Rakyat Indonesia 
(Gelora) 08/01/2024 

19/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\7. 

ba_pencermatan_GELORA.pdf 

8. Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) 

08/01/2024 

20/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\8. 

ba_pencermatan_PKS.pdf 

9. Partai Kebangkitan 
Nusantara (PKN) 

08/01/2024 

21/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\9. BA PENGEMBALIAN 

LADK PKN MANUAL.pdf 

10. Partai Hati Nurani 
Rakyat (Hanura) 

08/01/2024 

22/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\10, 

ba_pencermatan_HANURA.pdf 

11. Partai Garda 

Perubahan Indonesia 
(Garuda) 08/01/2024 

23/PL.01.4-

BA/5272/2024 

..\DANA 

KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 
LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\11. 

ba_pencermatan_GARUDA.pdf 

12. Partai Amanat 
Nasional (PAN) 

08/01/2024 

24/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\12. 

ba_pencermatan_PAN.pdf 

13. Partai Bulan Bintang 
(PBB) 

08/01/2024 

35/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\13. 

ba_pencermatan_PBB.pdf 

14. Partai Demokrat (PD) 

08/01/2024 

26/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\14. 

ba_pencermatan_DEMOKRAT.pdf 

15. Partai Solidaritas 
Indonesia (PSI) 

08/01/2024 

27/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\15. 

ba_pencermatan_PSI.pdf 

16. Partai PERINDO 

08/01/2024 

28/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\16. 



ba_pencermatan_PERINDO.pdf 

17. Partai Persatuan 
Pembangunan (PPP) 

08/01/2024 

29/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\17. 

ba_pencermatan_PPP.pdf 

24. Partai Ummat 

08/01/2024 

30/PL.01.4-
BA/5272/2024 

..\DANA 
KAMPANYE\LADK\PENGEMBALIAN 

LADK\BA DAN HASIL 
PENCERMATAN\24. 

ba_pencermatan_UMMAT.pdf 

Setelah dilakukan pencermatan terhadap LADK 18 Partai Politik, KPU Kota 

Bima mengeluarkan Berita Acara  Rekapitulasi Hasil Penerimaan LADK Nomor : 

33/PL.01.4-SA/5272/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan Awal 

Dana Kampanye Pada Pemilihan Umum Partai Politik. 

 
 



 
 

 

  



Dengan rincian di SIKADEKA KPU Kota Bima sebagai berikut : 

 

Dari Berita Acara Rekapitulasi tersebut, KPU Kota Bima mengembalikan semua 

LADK Partai Politik karena masih ada dokumen yang belum dilengkapi. 

  



5. PERBAIKAN LADK 

 

Sesuai dengan pasal 51 ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 

Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa “apabila LADK yang 

disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai 

Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK 

dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL-LADK PERBAIKAN 

PARPOL” 

LADK perbaikan disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU, 

KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya melalui 

Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan 

berita acara hasil pencermatan dari KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu 

setempat. 

Berdasarkan jadwal LADK Perbaikan dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 

2023 sampai dengan 12 Januari 2024, semua Partai Politik Peserta Pemilu di 

Kota Bima melakukan perbaikan LADK dan diterima oleh KPU Kota Bima 

dengan menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan LADK 

Perbaikan Nomor : 59/PL.01.4-BA/5272/2024 tentang Rekapitulasi 

Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Perbaikan pada Pemilihan Umum 

Partai Politik. 

 
 



  

  
 

  



6. PENGUMUMAN LADK 

 

Sesuai dengan pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 

2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa “KPU, KPU Provinsi, dan 

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) Hari setelah 

periode penerimaan LADK perbaikan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

85 ayat (1) pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi, dan KPU 

Kabupaten/Kota” 

Menindaklanjuti hal tersebut KPU Kota Bima mengeluarkan pengumuman 

Nomor : 50/PL.01.7-Pu/5272/2024 tentang Hasil Penerimaan Laporan Awal 

Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024. 

  

Pengumuman LADK ini dibagikan oleh Komisi Pemilihan Umu  Kota Bima 

ke Website resmi KPU Kota Bima, media sosial KPU Kota Bima,  papan dan 

papan pengumuman. 

 Website  

 Facebook  

https://www.facebook.com/photo/?fbid=686066240373110&set=a.1631759

29328813 



 

 

 Instagram 

https://www.instagram.com/p/C2Cl-

wrhYcw/?igsh=MXViYm5wNGNncnptdg== 

 

 

 



 Papan Pengumuman 

 

 

 

  



7. PENYAMPAIAN LPSDK 

 

Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat 

LPSDK adalah laporan yang memuat sumbangan yang diberikan oleh penyumbang 

pihak lain.  

Sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan 

Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, bahwa 

penyampaian Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye oleh Partai Politik 

dimulai tanggal 28 November 2023 sampai dengan 11 Februari 2024. 

Seluruh Partai Politik peserta Pemilu di tingkat Kota Bima, tidak ada yang 

melaporkan Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) karena tidak 

ada yang mendapatkan sumbangan. 

 

8. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) 

Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya 

disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan 

pengeluaran Dana Kampanye, sedangkan periode pembukan LPPDK sejak 17 

Desember 2023 sampai dengan 22 Februari 2024.  

Partai politik menyampaikan LPPDK mulai tanggal 23 Februari 2024 

sampai dengan 29 Februari 2024 Pukul 23.59 waktu setempat. Untuk 

mengingatkan Partai Politik KPU Kota Bima mengeluarkan Surat Nomor : 

242/PL.01.7/5272/2/2024 tanggal 25 Februari 2024 Perihal : Penyampaian Laporan 

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilu. 



 

 

Partai politik peserta pemilu yang tidak menyampaikan LPPDK akan 

dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 118 Peraturan Komisi Pemilihan Umum 

Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa “’Dalam 

hal pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, pengurus Partai Politik 

Peserta Pemilu tingkat provinsi, dan pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat 

kabupaten/kota tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU 

sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), partai 

politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya calon 

anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon terpilih”  

Sampai dengan tanggal 29 Februari 2024 Pukul 23.59 Wita ada 3 Partai 

Politik yang tidak melakukan SUMBIT di SIKADEKA, dengan rincian sebagai 

berikut : 



 

 

Partai Politik yang tidak menyampaikan LPPDK tersebut yaitu, Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB) mekakukan SUBMIT LPPDK pada tanggal 1 Maret 

2024 Pukul 11:12:33 WITA, dan telah melewati jadwal penyampaian LPPDK, 

sementara Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garda Republik 

Indonesia (Garuda) tidak melakukan SUBMIT maupun penyampaian LPPDK 

secara manual ke KPU Kota Bima. 

LPPDK Partai Politik diverifikasi oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang 

telah ditunjuk oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun Kantor Akuntan 

Publik (KAP) sebagai berikut : 

  



No. 

Kantor Akuntan Publik (KAP) Partai yang Diaudit Ket 

1 
 Partai Kebangkitan Bangsa 

(PKB) 
Melewati 
Jadwal 

2 
Tjahjo, Machdjud Modopuro & Rekan 
Cabang Denpasar 

Partai Gerakan Indonesia 
Raya (Gerindra) 

 

3 
Sabar & Rekan Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDI-P) 
 

4 
GPAA Partai Golongan Karya 

(Golkar) 
 

5 
Made Sudarma-Thomas-Dewi Partai Nasional Demokrat 

(NasDem) 
 

6 
Soekamto Adi Syahril & Rekan Partai Buruh  

7 
Dr. Agus Widarsono, SE., M.Si., Ak., 
CA., CPA., 

Partai Gelombang Rakyat 
Indonesia (Gelora) 

 

8 
Jarot & Rekan Partai Keadilan Sejahtera 

(PKS) 
 

9 
 Partai Kebangkitan 

Nusantara (PKN) 
Tidak SUBMIT 

10 
Syarief Basir & Rekan Partai Hati Nurani Rakyat 

(Hanura) 
 

11 
 Partai Garda Perubahan 

Indonesia (Garuda) 
Tidak SUBMIT 

12 
Budiman, Wawan, Pamudji & Rekan Partai Amanat Nasional 

(PAN) 
 

13 
Jeptha, Nasib & Junihol Partai Bulan Bintang (PBB)  

14 
Heliantono & Rekan Partai Demokrat (PD)  

15 
Drs. Sukardi Ak., CPA Partai Solidaritas Indonesia 

(PSI) 
 

16 
Ellya Noorlisyati & Rekan Partai PERINDO  

17 
Bambang, Sutjipto Ngumar & Rekan Partai Persatuan 

Pembangunan (PPP) 
 

18 
Hadiano & Rekan Partai Ummat  

 

Selanjutnya KPU Kota Bima melakukan verifikasi LPPDK setelah Kantor 

Akuntan Publik (KAP) selesai melakukan verifikasi, dan KPU Kota Bima 

mengeluarkan Berita Acara Hasil Pencermatan LPPDK untuk 16 (enam belas) 

Partai Politik yang telah menyampaikan LPPDK melalui SIKADEKA sebagai 

berikut : 

No. Nama Partai Politik Nomor BA Ket 

1 
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)  Melewati 

Jadwal 

2 
Partai Gerakan Indonesia Raya 

(Gerindra) 

84/PL.01.7-BA/52/2024  

3 
Partai Demokrasi Indonesia 

Perjuangan (PDI-P) 

85/PL.01.7-BA/52/2024  

4 
Partai Golongan Karya (Golkar) 86/PL.01.7-BA/52/2024  

5 
Partai Nasional Demokrat (NasDem) 87/PL.01.7-BA/52/2024  

6 
Partai Buruh 88/PL.01.7-BA/52/2024  

7 
Partai Gelombang Rakyat Indonesia 
(Gelora) 

89/PL.01.7-BA/52/2024  



8 
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 90/PL.01.7-BA/52/2024  

9 
Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)  Tidak SUBMIT 

10 
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 91/PL.01.7-BA/52/2024  

11 
Partai Garda Perubahan Indonesia 
(Garuda) 

 Tidak SUBMIT 

12 
Partai Amanat Nasional (PAN) 92/PL.01.7-BA/52/2024  

13 
Partai Bulan Bintang (PBB) 93/PL.01.7-BA/52/2024  

14 
Partai Demokrat (PD) 94/PL.01.7-BA/52/2024  

15 
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) 95/PL.01.7-BA/52/2024  

16 
Partai PERINDO 96/PL.01.7-BA/52/2024  

17 
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 97/PL.01.7-BA/52/2024  

18 
Partai Ummat 98/PL.01.7-BA/52/2024  

 

Berdasarkan hasil pencermatan dari masing-masing Partai Politik KPU 

Kota Bima mengeluarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penerimaan LPPDK 

Nomor 99/PL.01.7-BA/52/2024 tentang Rekapitulasi Penerimaan Laporan 

Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Pada Pemilihan 

Umum Tahun 2024. 

  



  

 

9. PENYAMPAIAN HASIL AUDIT DARI KAP KE KPU KOTA BIMA 

Penyampaian Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu ke 

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi NTB oleh 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima mulai tanggal 23 – 29 Februari 2024 melalui 

Aplikasi SIKADEKA.  

 

10. PENYAMPAIAN HASIL AUDIT KEPADA PESERTA PEMILU 

Sesuai dengan pasal 103 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa, KPU Provinsi, 

dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye 

kepada Peserta Pemilu, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah menerima hasil audit 

Laporan Dana Kampanye dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat 

(1), dan jadwal yang tertuang dalam jadwal bahwa Penyampaian hasil audit 

kepada Peserta Pemilu dimulai tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 

April 2024. 

Melaksanakan ketentuan diatas Komisi Pemiliha Umum Kota Bima telah 

menyampaikan hasil audit dana kampanye peserta Pemilu oleh Akntor Akuntan 

Publik (KAP) yang telah ditunjuk oleh KPU Provinsi NTB pada tanggal 5 April 

2024 untuk 17 Partai Politik, berupa formulir 1 dan formulir. Sementara untuk 

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) tidak terdapat hasil audit oleh Kantor 

Akuntan Publik (KAP) karena pengajuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) 



secara manual sementara Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye (LPPDK) tidak diajukan oleh Partai Kebangkitan Nusantara baik 

melalui SIKADEKA maupun secara manual ke Komisi Pemilihan Umum Kota 

Bima. 

  

  

 

11. PENGUMUMAN HASIL AUDIT 

Sesuai dengan pasal 103 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum bahwa “KPU 

mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye paling lambat 10 

(sepuluh) Hari setelah menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye dari KAP 

pada papan pengumuman dan laman KPU, KPU Provinsi atau KPU 

Kabupaten/Kota” 

Komisi Pemilihan Umum Kota Bima, mengumumkan Hasil Audit Dana 

Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 oleh Kantor Akuntan 

Publik (KAP) Tingkat Kota Bima Nomor : 159/PL.01.7-Pu/5272/2024, melalui 

website, media sosial dan papan pengumuman Kantor Komisi Pemilihan Umum 

Kota Bima pada tanggal 5 April 2024, sebagai berikut : 

a. Website KPU Kota Bima (https://kota-

bima.kpu.go.id/berita/baca/8049/hasil-audit-laporan-dana-kampanye-

peserta-pemilihan-umum-tahun-2024-tingkat-kota-bima) 



 

b. Facebook KPU Kota Bima   

(https://www.facebook.com/share/p/Z74uFJz1n4wUWrsn/?mibextid=oFDk

nk) 

 



c. Instagram KPU Kota Bima 

(https://www.instagram.com/p/C5YZ1mnPI0f/?igsh=eWFiMHNtenRnemp3) 

 

d. Papan Pengumuman KPU Kota Bima 

 

 

  



BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Setelah seluruh proses dilaksanakan, maka dapat disimpulkan terdapat 11 

(sebelas) Partai Politik yang mendapat yang mendapat hasil Audit PATUH dan 7 

(tujuh) Partai Politik yang mendapat Hasil Audit TIDAK PATUH, dengan rincian 

sebagai berikut : 

 

  



B. SARAN 

Masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak memahami tata 

cara pelaporan dana kampanye, sehingga diperlukan kerjasama antara Komisi 

Pemilihah Umum Kota Bima, dengan operator/Partai Politik terkait tata cara 

pelaporan dana kampanye.  

Selain itu partai politik sebaiknya dalam melaporkan dana kampanye tidak 

dilakukan pada hari terakhir pelaporan, tetapi diusahakan dilaporkan lebih 

awal karena apabila ada kekeliruan masih ada waktu untuk melakukan 

perbaikan terhadap pelaporan dana kampanye tersebut dan mengajukan ulang 

ke Komisi Pemilihan Umum Kota Bima.  

 

Kota Bima, 16 April 2024 
 

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Bima, 

 
 
 
 

S U A E B 


